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ABSTRAK Nama    : Fathul Khair  Nim    : 50500111020 Judul :    Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014  Dengan menjamurnya media komunikasi massa, terkhusus media penyiaran, mengharuskan pemerintah untuk turut berperan aktif dalam rangka mengawasi seluruh lembaga penyiaran yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, KPI melakukan pengawasan terhadap konten siaran secara real time selama 24 jam. Salah satu contoh keberhasilan KPI dalam mengawasi media penyiaran yang ada, ketika KPI berhasil membendung pemberitaan yang terkesan tidak memenuhi etika dalam peliputan bencana/musibah atau pengalaman traumatik. Yaitu pada 28 Desember 2014 saat tragedi jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 terapung di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Penulis melakukan sebuah analisis terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014.    Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pisau analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Inti analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi analisis teks yang pertama yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada dimensi yang kedua dijelaskan tentang proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan yang ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan, program acara Breaking News Tv One pada 30 Desmber 2014 telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 9, Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 huruf a, b, dan c serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 40, Pasal 49, dan Pasal 50 huruf d. Secara singkat, pelanggaran yang telah dilakukan oleh Breaking News Tv One tersebut merupakan jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan serta program siaran jurnalistik mengenai peliputan bencana/musibah. Sebab pada program tersebut, jenazah korban insiden jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 ditayangkan secara close up dan tidak disamarkan.         
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di zaman modern saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan arus informasi tidak dapat dibendung. Setiap manusia membutuhkan sajian informasi yang aktual, lengkap dan terpercaya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Ragam informasi tersebut saat ini sangat mudah untuk kita peroleh melalui media massa. Oleh sebab itu media massa mempunyai peran penting dalam penyebaran sebuah informasi kepada khalayak, sehingga sangat tepat ketika masyarakat saat ini begitu dekat dengan keberadaan media.  Kedekatan masyarakat dengan media dianggap mampu membawa perubahan yang berarti. Karena dengan media, masyarakat mampu menambah wawasan informasi, sehingga tidak terkesan ketinggalan jauh atas derasnya arus informasi global setiap hari. Kecenderungan masyarakat yang sadar akan kebutuhan informasi, membuat keberadaam media informasi massal semakin berkembang. Tanggung jawab sosial media massa adalah memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Sehingga informasi yang harus disampaikan mesti mengandung aspek pendidikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, serta etika yang berlaku di masyarakat. Sayangnya, kedekatan media massa yang begitu dekat dengan masyarakat sering kali tidak hanya membawa dampak baik, namun pada kenyatanya terkadang mendatangkan dampak yang buruk terhadap prilaku masyarakat, baik 
secara psikologi, tingkah laku maupun pola pikirnya. Misalnya saja masih sering kita temukan program-program televisi yang mengandung unsur-unsur kekerasan, dan pornografi. Bahkan lebih parahnya lagi, keberadaan program-program tersebut sangat bebas disaksikan dan dinikmati oleh kalangan anak-anak dibawah umur, karena penayangannya yang ditayangkan di jam-jam saat bersantai, disaat kerabat dan keluarga berkumpul untuk menonton televisi. Informasi yang semestinya masyarakat terima adalah informasi yang mampu mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena di tujukan kepada masyarakat luas, maka informasi yang disampaikan haruslah informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, atau yang menarik perhatian mereka.1 Keberadaan teknologi sangat erat kaitannya sebagai penunjang aktifitas manusia. Kemajuan teknologi manusia, khususnya teknologi informasi telah secara sadar membuka ruang kehidupan manusia semakin luas, semakin tanpa batas dengan indikasi manusia sebagai penguasa (khalifah) di planet Bumi dan galaksinya.2  Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.                                                           1Hafied Cangara, Abd. Khalik, dan H. M.  Galib M, Dasar-Dasar Jurnalistik (Makassar: Alauddin Press, 2006), h. 10. 2Burhan Bungin, Pornomedia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 27. 
 Informasi merupakan kebutuhan yang menjadi hak asasi bagi setiap manusia. Terlebih lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh informasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memeroleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.3  Dalam dunia jurnalistik pada dasarnya, berita berisi berbagai macam informasi, akan tetapi tidak semua informasi dapat disebut sebagai sebuah berita. Agar informasi dapat dikategorikan sebagai berita, maka informasi tersebut harus memenuhi nilai suatu berita (News Values), yaitu aktual, kedekatan kejadian dengan pembaca (proksimitas geografis), ketokohan/figur, penting dan menarik, konflik, keterkaitan/pengaruh, aneh/unik, dan seks.  Jurnalis selaku orang yang mencari sebuah berita, dituntut perlu mengetahui landasan moral atau etika profesi dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Agar dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, seorang wartawan atau jurnalis terbebas dari segala tindakan yang dapat merusak etika profesi kewartawanan. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Moral atau moralitas                                                           3Undang-Undang Dasar 1945. 
untuk perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.4 Agar tetap mendapat perhatian di kancah penyiaran Indonesia, maka setiap media massa yang bergerak dibidang penyiaran harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dengan kata lain seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki kemampuan khusus dan pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan profesi jurnalistik dan dengan memegang teguh prinsip kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan berekspresi (freedom of expression).  Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu dibidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.5 Semangat akan kebutuhan informasi bagi masyarakat harus tetap mendapat perhatian yang serius. Di Negara Republik Indonesia, yang merupakan  negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dibutuhkan sebuah pekerja media yang tetap dalam aturan agama islam atau yang dikenal dengan sebutan jurnalistik profetik. Jurnalistik profetik dipandang sebagai salah satu bagian dari bentuk kegiatan dakwah, juga dilihat sebagai kegiatann komunikasi.6                                                            4AS Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, (Cet. III; Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), h.183. 5Dewan Pers Periode 2010-2013, Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), h.66. 6Firdaus Muhammad, Jurnalistik Profetik Kontekstualisasi Dakwah Nabi di Era Multimedia, (Gowa: Alauddin University Press, 2013), h.12. 
Ikhtisar pengertian jurnalistik profetik, adalah dakwah oleh jurnalis muslim, baik melalui tulisan maupun lisan, menggunakan sarana komunikasi massa (cetak maupun elektronik), bertujuan menyampaikan informasi atau berita kepada khalayak (komunikan).7 Jurnalis muslim idealnya mampu mengabarkan segala macam jenis pemberitaan yang mampu memberikan kontribusi postif untuk tetap mendidik, menginformasikan, menghibur, dan sebagai kontrol sosial dalam msyrakat. Hal itu disebabkan realitas pemberitaan di media massa yang terkadang menyimpang dari etika serta aturan yang ada di Republik Indonesia dan yang telah diatur secara tegas dalam agama Islam. Lebih luas lagi, penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai, norma, tata susila, budaya, kepribadian yang berlandaskan persatuan bangsa yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. pikiran dan gagasan yang dikumandangkan oleh ulama, cendikiawan, kolumnis, dan wartawan melalui berbagai media massa, memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam perkembangan pembaruan pemikiran Islam. Pengaruh itu pada akhirnya memberikan implikasi positif dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam Indonesia.8 Apabila ditelaah secara mendalam,  Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang “Penyiaran” lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran                                                           7Firdaus Muhammad, Jurnalistik Profetik Kontekstualisasi Dakwah Nabi di Era Multimedia h. 16. 8Waspada Santing, Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam, (Gowa: Aluddin University Press, 2011), h.147. 
merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.9 Dengan adanya undang-undang penyiaran, menjadi hal yang istimewa bagi para jurnalis dan masyarakat luas, sebab mampu memberikan payung perlindungan yang tegas. Segala bentuk aturan dibidang penyiaran sangat menegaskan pula harapan bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat, tentang kualitas program siaran yang tidak menyimpang dan terhindar dari berbagai macam kepentingan yang mungkin saja merusak dunia penyiaran Indonesia, serta profesionalisme kerja jurnalis. Selain itu, agar supaya terhindar dari sikap mendahulukan kepentingan media yang lebih mementingkan rating. Makin tinggi rating yang didapatkan, maka akan semakin banyak iklan yang datang, sehingga ketika pemesanann iklan banyak maka pemasukan pada media itupun semakin besar.  Namun dalam kenyataannya, sebagian lembaga penyiaran mengesampingkan aspek kualitas informasi, khususnya dalam kasus liputan musibah/bencana, ataupun dalam kasus pengalaman traumatic, yang menyiarkan informasi yang didramatisir sehingga terkesan menakutkan.  Hal tersebut yang semestinya menjadi perhatian bersama, agar kualitas siaran tetap didahulukan, dengan asas profesionalisme kerja. Sehingga tidak akan pernah ada lagi fenomena didunia penyiaran yang menyiarkan sebuah informasi                                                           9Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 8. 
yang mengandung unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang dan lain sebagainya. Tumbuh suburnya sistem demokrasi di Indonesia, mengakibatkan menjamurnya stasiun televisi di berbagai daerah di tanah air. Mulai dari televisi lokal, televisi swasta, hingga televisi nasional. Hal tersebut membuat KPI harus kerja keras dalam mengawasi setiap siarannya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPI mempunyai landasan aturan dalam mengawasi setiap lembaga penyiaran dan program siaran. Aturan tersebut yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berdasarkan kewenangannya yang telah melakukan pemantauan dan hasil analisis, telah menemukan pelanggaran. Breaking News menyiarkan secara live proses evakuasi korban pesawat Air Asia QZ8501 yang tengah terapung di tengah laut. Dengan  adanya kasus pelanggaran yang telah dilakukan televisi swasta tersebut, membuat stasiun televisi Tv One mendapatkan teguran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) Untuk itulah penulis ingin mengangkat pembahasan mengenai “Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar  Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014”. B. Rumusan Masalah  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengangkat pokok rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara breaking news Tv One 30 Desember 2014 ? 2. Bagaimana analisis pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara breaking news Tv One 30 Desember 2014  ? C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 1.   Fokus Penelitian Untuk menghindari pembahasan secara universal dan keluar dari pokok masalah yang ada, maka penulis perlu memberikan batasan pembahasan. Oleh karena itu penelitian ini hanya berfokus pada “Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar  Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014”. Analisis pelanggaran yang dimaksud disini yaitu bagaimana upaya untuk mengetahui secara mendalam bentuk pelanggaran terhadap Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara breaking news Tv One 30 Desember 2014. Selain itu, yang menjadi bentuk fokus penelitian adalah mengetahui analisis pelanggaran Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara breaking news Tv One 30 Desember 2014  2.    Deskripsi Fokus Judul yang diangkat pada penelitian ini adalah, “Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar  Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014” maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang diajukan 
dalam penelitian ini, penulis menguraikan makna kata-kata kunci yang terdapat dalam judul : 1. Pelanggaran adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma, atau aturan yang ada, dalam melakukan segala tindakan yang diinginkan. 2. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.10 3. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.11 4. Breaking News Tv One adalah sebuah program berita yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta, Breaking News merupakan salah satu bentuk komitmen Tv One sebagai televisi berita untuk segera menghadirkan peristiwa penting. Program ini hadir untuk menyampaikan secepat mungkin informasi yang menarik perhatian publik dan memiliki magnitude luas.12 Dalam hal ruang lingkup penelitian, peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalah pahaman dan persepsi baru sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitan. Penelitian ini hanya fokus                                                           10Komisi Penyiaran Indonesia Tentang  Pedoman Perilaku Penyiaran Bab I Pasal I (P3 dan SPS) KPI 2012. 11Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran Bab I Pasal I (P3 dan SPS) KPI 2012. 12http://www.tvonenews.tv/program/breaking_news, (12 Mei 2015). 
pada Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara Breaking News Tv One. A. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu Pada ruang lingkup Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Untuk menghindari terjadinya pengulangan, peniruan atau plagiat, dan untuk menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai tinjauan literatur dan tinjauan teori yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menghimpun beberapa literatur yang penulis peroleh dari penulusuran melalui internet sebagai berikut:  1. Della Dorinda Listio yang merupakan alumni Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Komunikasi, 2010. Dalam penelitiannya yang berjudul “Opini Masyarakat Surabaya Terhadap Pelanggaran Program Acara Good Morning di SBO TV”. Dalam karya ilmiahnya tersebut, Della menggunakan Teori Jarum Hypodermik dimana unsur-unsur yang terdapat dalam teori jarum hypodermic adalah stimulus (pesan), dan respons (efek). Hasil dari penelitian Della menunjukkan bahwa responden mempunyai opini yang netral. Artinya pemirsa tidak mempermasalahkan content dari program acara Good Morning.  Penelitian yang dilakukan oleh Della berfokus pada opini masyarakat Surabaya tentang Pelanggaran Program Acara Good Morning di SBO TV. Perbedaan dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis yaitu fokus kepada sebuah analisis pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran (P3 dan SPS) Dalam Acara Breaking News Tv One. 
2. Temy Novian, dari Universitas Mercu Buana Jakarta Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam Skripsinya yang berjudul “Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) Dalam Reality Show Uya Emang Kuya di SCTV”. Pokok permasalahan yang diangkat Temy dalam karya ilmiahnya adalah mengetahui bagaimana pelanggaran isi pada tayangan Uya Emang Kuya di SCTV untuk 2 episode (09 dan 13 Juni 2011). Berdasarkan hasil penelitiannya, Temy menyimpulkan bahwa tayangan Uya Emang Kuya di SCTV memiliki jumlah pelanggaran yang besar untuk 2 episode. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Penelitian yang dilakukan oleh Temy adalah ingin mengetahui bagaimana pelanggaran isi pada tayangan Uya Emang Kuya di SCTV untuk 2 episode (09 dan 13 Juni 2011). Sedangkan penulis pada penelitian ini ingin mengetahui bagaiamana pelanggaran dan pasal apa saja yang dilanggar pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran (P3 dan SPS) Dalam Acara Breaking News Tv One. Selain itu, Temy menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan penulis dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 3. Stani Kusuma Lestari, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret, 2010. “Dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis Wacana Penerapan Etika Moral Pada Program Liputan 6 Petang Surya Citra Televisi (SCTV)”. Studi atas penerapan etika dan moral dalam pemberitaan dilakukan dengan mengamati dan menganalisis 10 (sepuluh) berita yang disiarkan dalam program berita Liputan 6 Petang SCTV pada tanggal 8 September 2009. 
Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan analisis secara berjenjang terhadap sepuluh berita yang disiarkan, meliputi analisis teks, analisis gambar, analisis wacana, serta analisis etika moral. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut, Stani menyimpulkan bahwa Program Liputan 6 Petang SCTV telah menerapkan etika moral secara memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Stani berfokus pada penerapan etika dan moral dalam pemberitaan dilakukan dengan mengamati dan menganalisis 10 (sepuluh) berita yang disiarkan dalam program berita Liputan 6 Petang SCTV pada tanggal 8 September 2009. Sedangkan penulis ingin mengetahui bagaiamana pelanggaran dan pasal apa saja yang dilanggar pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran (P3 dan SPS) Dalam Acara Breaking News Tv One. Akan tetapi persamaan yang ada pada penelitian Stani dan peneliti lakukan pada karya ilmiah ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.                  
BAB II TINJAUAN TEORITIS 1. Hakikat dan Urgensi Media Massa Secara sederhana media massa berfungsi menyebarkan informasi dan sebagai kontrol sosial di segala bidang. Sehingga media massa membawa dampak besar dan mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Terutama bagi masyarakat Indonesia yang dijamin haknya untuk mendapatkan informasi yang maksimal.  Oleh karena itu, pada hakikatnya media massa berupaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam menyoroti berbagai persoalan di masyarakat. Pers menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Pers menjadi agen pembaruan dalam segala kompleksitasnya yang berorientasi pada kebenaran.13 Keberadaan pers menjadi suatu hal yang patut dipertahankan atas segala fungsi dan perannya. Bisa dibayangkan apabila pers sebagai instrument penting bagi masyarakat, kedepannya semakin redup eksistensinya, terjadi pembredelan besar-besaran, terkungkung, mengalami stagnasi tapi kemudian belum mendekati posisi degradasi.   Semua kecemasan tersebut, sepatutnya perlu mendapat keseriusan dalam mencegahnya. Karena sama sekali tidak menutup kemungkinan, kedepannya akan hadir kembali rezim dimana pers sebagai wadah pencitraan pemerintah. Sejarah keberadaan pers di Indonesia mencatat, betapa kelamnya pers dizaman orde baru.                                                           13Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 11. 
Dibawah tekanan pemerintah, seluruh akses informasi dikuasai keberadaannya. Tak ada satupun perusahaan media yang dalam pemberitaannya berani mengeritik kinerja pemerintahan kala itu. Semua informasi yang beredar luas dimasyarakat, merupakan hasil desain yang dilakukan sedimikian rupa yang pada hakekatnya berisi pencitraan, sebab kala itu, pemerintah menerapkan sikap yang represif dan otoriter terhadap kebebasan pers di Indonesia.  Masyarakat pada umumnya mengenal pers yang menggunakan media massa sebagai wadah penyalur sebuah berita. Pers berfungsi melayani kebutuhan masyarakat akan informasi. Lebih-lebih pada zaman di mana informasi sudah berubah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari, pers adalah pelayan utama rumah tangga.14 Definisi pers ditinjau dari segi etimologi, kata pers (Belanda), presse (Prancis), press (Inggris), sedangkan pers dalam bahasa latin adalah pressare dari kata premere artinya “tekan” atau “cetak”. Definisi pers secara terminologinya adalah media massa cetak atau media cetak.15 Sedangkan dalam UU Pers No.40 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, mengolah, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnyadengan menggunakan media cetak atau media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.                                                           14Asep Saeful Muhtadi, Jurnalistik Pendekatan Teori & Praktik, (Cet. II; Pamulang Timur: PT Logos Wacana Ilmu,1999). h. 28. 15http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-pers-fungsi-pers-peranan-pers.html?=1(30 Juli 2015) 
Pers sebagai lembaga sosial yang bergerak dibidang pengumpulan dan penyebarluasan informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Ditinjau dari eksistensi dan fungsi pers dalam kehidupan sosial bermasyarakat, setidaknya ada empat fungsi utama dari pers. Yaitu, fungsi menyediakan informasi, mendidik, mediasi, ,  kontrol sosial, dan menghibur. a. Fungsi Menyediakan Informasi Fungsi utama pers sebagai produk informasi adalah menyediakan informasi untuk khalayak. Informasi tersebut tentu saja yang berkaitan dengan orang banyak, mulai dari yang penting buat orang banyak, bermanfaat buat orang banyak, hingga tentang orang banyak.Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa informasi dan berita itu berbeda. Menurut Micthel V Charnley, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar masyarakat serta menyangkut kepentingan mereka.16 Definisi Micthel tentang berita cukup jelas, sehingga yang membedakan berita dan informasi terletak pada nilai dari sebuah berita. Sebuah informasi dapat dikatakan sebuah berita, jika mengandung nilai-nilai berita. Sebuah berita jika disajikan haruslah memuat nilai berita di dalamnya.Nilai berita itu mencakup beberapa hal, seperti berikut: 1. Objektif: berdasarkanfakta, tidakmemihak.                                                            16Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Praktis, (Bandung:Rosda,2000), h. 3 
2. Aktual: terbaru, belum "basi".  3. Luarbiasa: besar, aneh, janggal, tidakumum. 4. Penting: pengaruhataudampaknyabagi orang banyak; menyangkut orang penting/terkenal.  5. Jarak: familiaritas, kedekatan (geografis, kultural, psikologis). Informasi yang disajikan pers merupakan berita-berita hasil liputan dari sebuah rapat redaksi dari sebuah perusahaan pers dan telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh para reporter di lapangan.  b. Fungsi Mendidik Salah satu fungsi pers yang terdapat dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini, tentunya pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Namun, fungsi ini terkadang tidak terlaly menjadi hal yang penting bagi perusahaan pers, lantaran adanya sebahagian perusahaan pers yang lebih mengutamakan bisnis dan keuntungan, serta untuk mendapatkan rating yang setinggi-tingginya. Kebanyakan saat ini, perusahaan pers memang mengarah kepada prospek bisnis, agar produk pers laku hingga perusahaan pers tersebut dapat hidup layak dan mandiri. Akan tetapi, dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pers dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, namun yang terpenting, tidak mengesampingkan fungsi utama pers yaitu sebagai media untuk mendidik. 
c. Fungsi Mediasi Sesuai namanya, pers berfungsi sebagai mediator. Dalam menjalankan kegiatan ini, pers harus bersifat netral. Pers tidak boleh berpihak. Pers benar-benar menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat begitupun sebaliknya secara apa adanya. Sekalipun tidak mudah bagi pers untuk bersikap netral, tetapi tanggung jawab pers maka harus tetap-tetap untuk netral dalam pemberitaannya. Hanya dengan bersikap netral maka pers mampu menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya sebagai mediator.17 Memang khalayak tidak tahu persis bagaimana pers bisa bersikap netral. Yang penting bagi mereka, informasi mengenai hal-hal penting tentang mereka dari pemerintah sampai kepada mereka apa adanya, tidak dikurangi dan tidak pula dita,bahi. Bertolak dari informasi itu, mereka bisa menentukan sikap mereka. Sikap ini harapan mereka, disampaikan pula oleh pers kepada pemerintahseperti apa adanya. d. Fungsi Kontrol Sosial Pers sebagai kontrol sosial diharapkan pers mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kecenderungan berdemokrasi merupakan bentuk kebebasan untuk merefleksikan segala dinamika yang ada dalam masyarakat. Berpedoman kepada pengalaman empiris, tidak ada kebebasan pers yang bersifat absolut. Ia merupakan tarik menarik antara keinginan berbagai macam institusi yang ada diluar pers untuk menyetel                                                           17Ana Nadhya Abrar, Analisis Pers Teori dan Praktik, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,2011), h. 21 
daya tahan personal pers untuk menjada otonomi dan integritasnya. Misalnya, institusi politi, birokrasi, ekonomi, dan sebagainya.18 Dalam menghadapi segala kepentingan tersebut, maka disitulah fungsi pers sebagai control sosial dalam masyarakat. e. Fungsi Sarana Hiburan Masyarakat yang pada umumnya menggunakan jasa media massa sebagai wadah untuk memperoleh informasi sangatlah besar. Intensitas penggunaan media massa dengan fungsi tersebut sangatlah tinggi dibanding dengan pemanfaatan fungsi media massa lainnya. Karena kecenderungan manusia untuk terus memperbaharui informasi yang berkaitan peristiwa yang telah terjadi. Akan tetapi, seiring perkembangan media massa, penggunaannya juga banyak dipakai dalam kegiatan pemenuhan kondisi natural manusia yang sifatnya menghibur. Pers memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat, dan monoton. Keberagaman informasi hiburan dalam media massa dapat berupa tulisan berupa cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, karikatur, informasi tentang selebriti, drama atau sinetron, dan kuis. Jika dicermati lebih mendalam tentang peran pers saat ini pada sebuah negara, maka pers dapat dikatakan sebuah wadah demokrasi alternatif yang banyak diminati masyarakat. Sebab pers pun diyakini mampu menjadi wahana demokrasi dan demokratisasi. Karena itu, banyak kalangan yang menilai bahwa                                                           18Ana Nadhya Abrar, Analisis Pers Teori dan Praktik, h. 22 
siapapun yang mampu menguasai media massa maka dia bakal memenangkan persaingan.19  Sebagai media komunikasi massa, perkembangan media massa di zaman modern saat ini sangat beragam. Media massa yang kita kenal selama ini adalah media cetak yang terdiri dari surat kabar, tabloid, majalah. Sedangkan media elektronik berupa televisi, dan radio. Kedua jenis media massa tersebut dapat dikatan sebuah media massa yang sifatnya tradisional. Selain itu, terdapat pula jenis media massa yang digolongkan sebagai media massa modern, media massa modern ini adalah internet dan telepon seluler. Informasi yang berkembang setiap harinya dapat dengan mudah kita dapatkan. Informasi yang ada dapat diperoleh melalui media cetak yang diperjual belikan di agen surat kabar, toko buku hingga penjual eceran di pinggir jalan. Setiap media cetak memiliki ciri khas dan rubrik yang berbeda antara satu media cetak dengan yang lainnya . Spesifikasi pemberitaannya pun beragam,  antara lain berita yang berkaitan dengan politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, olahraga, ekonomi, hukum, dan Life Style.  Media cetak adalah media komunikasi massa yang melalui proses pengumpulan informasi secara valid, yang dalam penyampaian pesannya atau informasi berupa sejumlah kalimat, gambar ataupun foto, yang kemudian melalui peroses editing substansi isi berita, dan mengatur tata letak dalam rubrik yang telah ditentukan kemudian dicetak dalam kertas dengan menggunakan alat cetak. Pertama Media cetak merupakan media tertua yang ada dimuka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diurna dan Acta Senatus di kerajaan Romawi, kemudian berkembang pesat setelah Johannes Guttenberg                                                           19Aceng Abdullah, Press Relations, (Cet. II; Bandung: Rosda, 2004), h. 4.  
menemukan mesin cetak, sehingga kini beragam macam bentuknya, seperti Surat kabar, tabloid, dan majalah.20   Media cetak di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan kualitas terbaik disetiap aspek. Sejak pertengahan 80-an, kualitas media cetak kita makin membaik, baik dari sudut tiras, perwajahan, maupun kualitas isinya. Media cetak kita dari hari ke hari makin berkualitas seiring dengan makin meningkatnya kualitas SDM pengelolanya, serta banyak media cetak yang dikelola dengan manajemen profesional plus permodalan kuat dari para konglomerat.21 Selain komunikasi massa cetak, media elektronik juga merupakan media komunikasi massa yang banyak diminati masyarakat, bahkan mengungguli media massa lainnya, seperti televisi. Hal tersebut disebabkan karena tampilannya yang memadukan antara audio dan visual atau menampilkan gambar yang bergerak. Televisi sebagai media audio-visual, yang biasa disebut sebagai media pandang dengar. Artinya televisi selain bisa didengar juga bisa dipandang oleh masyarakat. Oleh sebab itu, banyak manfaat jika televisi digunakan untuk menyiarkan siaran yang mampu merubah kondisi pemirsa atau penonton dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik, begitupun sebaliknya.22 Selain itu, keunggulan jurnalisme TV adalah ketersediaannya. Pemirsa bisa memilih semua jenis berita sesuai keinginannya, di semua jam tayang setiap harinya. Berbeda dengan produk                                                           20Ernis Hasmin, “Penerapan Konsep Entertainment News di Ve Channel (Studi Kasus Program Three Hour Show)”, Skripsi. (Gowa: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015), h. 10.  21Aceng Abdullah, Press Relations, h. 10. 22Akbar Hardiyanto, “Persepsi dan Motivasi Masyarakat Menonton Berita Daerah Di TVRI SulSel (Survei terhadap Masyarakat Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar)”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 20.  
cetak, di mana Anda harus pergi keluar untuk membeli, perangkat pesawat TV sudah ada di rumah dan semua acara bisa diatur dengan remote. 23  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa televisi adalah  sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar; 2 pesawat penerima gambar siaran televisi.24 Media massa selanjutnya adalah radio. Keberadaan radio saat ini masih tetap hadir menemani pendengar setianya. Bahkan media elektronik yang satu ini masih tetap eksis di tengah persaingan media media elektronik lainnya yang semakin canggih. Salah satu alasan mengapa banyak orang percaya bahwa radio akan terus bertahan, meski ada ancaman dari TV dan internet, adalah portabilitasnya. Portabilitas adalah faktor penting bagi radio, yang menjadikannya lebih efektif ketimbang medium lainnya. Dan radio lebih murah bagi konsumen, operator, dan pengiklan.25 Portabilitas radio yang dimaksud adalah perangkatnya yang sangat mudah untuk dibawa kemana pun. Adapun media massa yang menggunakan jaringan internet saat ini adalah media internet (media online). Media online tergolong media massa yang populer dan bersifat khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita.26                                                           23Christopher K. Passante, Journalism, (Jakarta: Prenada, 2008), h. 166. 24http://kbbi.web.id/televisi. 25Christopher K. Passante, Journalism, h. 132. 26Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), h. 46. 
Media online merupakan media komunikasi massa yang banyak diminati. Kegemaran masyarakat menggunakan elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet membuat informasi sangat cepat dan mudah diperoleh. Sekalipun internet tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagai media massa, tetapi keberadaan media online sudah diperhitungkan banyak orang sebagai alternatif dalam memperoleh akses informasi dan berita.27 2. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)  Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehlan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.28 Dalam Pedoman Prilaku Penyiaran, KPI telah memberikan praturan yang ketat bagi setiap lembaga penyiaran agar dalam penyiarannya wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, hak pribadi dan kelompok. Lembaga penyiaran juga dilarang merendahkan suku, agama, ras, antargolongan, dan atau melecehkan perbedaan individu atau kelompok. Selain Pedoman Perilaku Penyiaran, KPI juga diberikan kewenangan untuk menyusun Standar Program Siaran. Standar ini adalah panduan yang ditetapkan tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyrakat, kode etik, standar profesi, dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran.29                                                           27Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, h. 46. 28Judhariksawan, Hukum Penyiaran h. 97. 29Judhariksawan, Hukum Penyiaran, h. 103. 
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga khusus yang mengatur serta membuat regulasi tentang sistem penyiaran di Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi setiap program acara yang disiarkan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelolah oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.30 KPI dan pemerintah memiliki hak serta kewajiban yang sangat besar dalam mengawasi setiap program siaran yang ditayangkan di media penyiaran. Bersama-sama dengan pemerintah, KPI juga diberi wewenang untuk memberi ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan masalah cakupan wilayah siaran, pembatasan kepemilikan, persyaratan izin siaran, pedoman peliputan lembaga penyiaran asing, rencana dasar teknik dan persyaratan perangkat penyiaran.31 Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, KPI juga memiliki garis koordinasi yang jelas dengan Dewan Pers disaat menemukan pelanggaran atau mendapat pengaduan tentang terjadinya sebuah pelanggaran. Permintaan pendapat Dewan Pers dari KPI disini terjadi jika KPI/KPID menerima pengaduan atau menemukan dugaan tentang pelanggaran KEJ atau pelanggaran P3/SPS di media televisi atau radio, lalu KPI/KPID berkoordinasi dengan Dewan Pers.32 4. Breaking News Tv One                                                           30Judhariksawan, Hukum Penyiaran, h. 7. 31Muhammad Mufid, Komunikasi & Regulasi Penyiaran, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 166. 32 Dewan Pers, Dilema antara Kebebasan dan Etika: Pers Indonesia 2012, (Jakarta: Dewan Pers, 2012), h. 4. 
Tv One (sebelumnya bernama Lativi) adalah sebuah stasiun televisi swasta Indonesia. Berawal dari penggunaan nama Lativi, stasiun televisi ini didirikan pada tanggal 30 Juli 2002 oleh Abdul Latief dan dimiliki oleh ALatief Corporation. Pada saat itu, konsep penyusunan acaranya adalah banyak menonjolkan masalah yang berbau klinik, erotisme, berita kriminalitas dan beberapa hiburan ringan lainnya. Sejak tahun 2006, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Grup Bakrie yang juga memiliki stasiun televisi Antv. Lativi secara resmi berganti nama menjadi Tv One pada tanggal 14 Februari 2008, dengan komposisi 70 persen berita, sisanya gabungan program olahraga dan hiburan. Abdul Latief tidak lagi berada dalam kepemilikan saham Tv One. Komposisi kepemilikan saham Tv One terdiri dari PT Visi Media Asia Tbk sebesar 49%, PT Redal Semesta 31%, Good Response Ltd 10%, dan Promise Result Ltd 10%. Direktur Utama Tv One saat ini adalah Ardiansyah Bakrie. Dengan menggunakan tagline “Tv One Memang Beda” Tanggal 14 Februari 2008, pukul 19.30 WIB, merupakan saat bersejarah karena untuk pertama kalinya Tv One mengudara. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Tv One menjadi stasiun tv pertama di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk diresmikan dari Istana Presiden Republik Indonesia.  Tv One membuktikan kualitas isi siarannya dengan memperbanyak porsi pada berita-berita terhangat dengan memiliki berbagai macam program berita unggulan, seperti Apa Kabar Indonesia Pagi, Apa Kabar Indonesia Siang, Apa 
Kabar Indonesia Malam, Indonesia Lawyers Club, Kabar Malam, serta program berita lainnya seperti Breaking News Tv One.  Breaking News adalah program berita tercepat dan terbaru saat sebuah kejadian atau peristiwa penting terjadi. Setiap program yang sementara berlangsung akan dihentikan sementara untuk pemberitaan Breaking News, setelah itu lalu program sebelumnya kembali dilanjutkan. Breaking News Tv One adalah sebuah program berita yang tayang disalah satu stasiun televisi swasta, Breaking News merupakan salah satu bentuk komitmen Tv One sebagai televisi berita untuk segera menghadirkan peristiwa penting. Program ini hadir untuk menyampaikan secepat mungkin informasi yang menarik perhatian publik dan memiliki magnitude luas.33                                                                             33  http://www.tvonenews.tv/program/breaking_news, (12 Mei 2015) 
BAB III METODE PENELITIAN B. Metodologi Penelitian 1) Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pisau analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Penggunaan metode kualitatif untuk mengetahui secara mendalam dan menyeluruh serta objektif dalam proses analisis permasalahan yang ingin diketahui. Menurut Sugiyono, pada umumnya alasan yang dipakai ketika peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dan dikumpulkan dengan metode penelitian lainnya (metode penelitian kuantitatif)-dengan instrumen, seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara, dan sejenisnya.34 Sedangkan analisis wacana adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam pidato, tulisan, percakapan, dan ceramah sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Inggrsi-indonesia karya Echols & Shadily yang diterbitkan pertama kali oleh Cornell University Press tahun 1997, penjelasan untuk entri kata discourse adalah sebagai berikut : (kata benda) pidato atau tulisan, percakapan, ceramah; scientific discourse: wacana ilmiah; (kata kerja intransitive) to discourse on: bercakap-cakap mengenai.35                                                            34Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 178. 35Herudjati Purwoko, Discourse Analiysis, Kajian Wacana bagi Semua Orang, (Jakarta: PT INDEKS, 2008), h. 1. 
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, penggunaan analisis wacana bukan hanya untuk mengetahui isi pesan berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Model analisis wacana Teun A. Van Dijk mengembangkan tiga dimensi analisis, yaitu analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.36  Inti analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi analisis teks yang pertama yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada dimensi yang kedua dijelaskan tentang proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan yang ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.37 2). Pendekatan Penelitian Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Dalam Program Acara Breaking News TV One 30 Desember 2014. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang datanya ada pada masa sekarang dan atau masih baru. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.38                                                           36Neneng Hasanah, “Analisis Wacana Human Interest pada Acara Kick Andy di Metro Tv (Episode AA Gym Menjawab)”, Skripsi. (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008). h. VIII. 37http://narendradewadjikristy.blogspot.com/2009/05/hubungan-antara-teori-kognisi-sosial.html?m=1. (7 Agustus 2015) 38Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian,h. 186. 
  Sedangkan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan sebuah pengetahuan baru yang berupa data lisan atau yang tertulis sebagai alat dalam menganalisis atas apa yang ingin kita ketahui dalam sebuah karya tulis ilmiah. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati Moleong.39 Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indra.40 3.) Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan (Literer). Metode kepustakaan ini digunakan sebab dalam rangka pengumpulan data penulis membutuhkan literatur berupa data tertulis, dokumen berupa video dan beberapa referensi buku mengenai judul karya tulis ilmiah yang disusun. Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. 41 Sehingga dalam peruses pengumpulan data, penulis tidak mesti terjun kelapangan.                                                            39Moh Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Cet II; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 175. 40Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian, h. 196. 41Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian, h. 190.  
Selain itu, untuk menunjang kevalidan hasil penelitian, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung kepada informan yang terkait dalam peruses pengumpulan data, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, mau diajak diskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang sesuatu masalah.42 Peneliti juga melakukan penelusuran dan pengumpulan data melalui layanan internet (online). Pengumpulan data melalui internet digunakan dalam rangka membantu pengumpulan data secara lengkap, yang mungkin saja peneliti tidak temukan dalam buku literature maupun dokumen lainnya. 4). Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan tahapan akhir dalam mengolah sebuah data yang telah diperoleh. Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.43 Pengertian lain dari analisis data adalah kegiatan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian merangkainya dalam suatu bentuk susunan data yang tersusun rapi.                                                            42Moh Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 283. 43Moh Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 288. 
Semua data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui rangkaian pengumpulan data yang lengkap dan valid, maka penulis akan melakukan analisis data dengan melakukan prosedur secara sistematis. Langkah awal yang penulis akan lakukan adalah pemisahan atau pengelompokan data awal yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi dari rumusan masalah yang telah penulis tentukan, yang disajikan secara deskriptif, dan menjelaskan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini secara jelas dan terperinci. Dalam rumusan masalah pertama, penulis ingin mengetahui bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014. Dalam hal ini, penulis akan mengamati secara seksama bagian demi bagian data berupa cuplikan tayangan evakuasi korban Air Asia QZ8501. Dari hasil pengamatan tersebut, penulis kemudian mendiskripsikan suasana evakuasi korban pesawat Air Asia QZ8501 dalam proses wawancara mendalam dengan narasumber, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, dan narasumber lainnya yang berkompeten dan memiliki keterkaitan atas kasus yang diangkat oleh penulis. Hasil wawancara tersebut, penulis kemudian melakukan penyuntingan data hasil wawancara ataupun data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data yang penulis telah uraikan sebelumnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun kinerja analisis data, disamping itu penulis akan tetap melakukan konfirmasi dalam upaya pendalaman data. Setelah itu, penulis akan memulai menghubungkan unsur-unsur yang relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ditentukan.    C. Tujuan dan kegunaan 1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara breaking news Tv One 30 Desember 2014. b. Untuk mengetahui analisis pelanggaran Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara breaking news Tv One 30 Desember 2014. 2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dari hasil penyusunan karya tulis ilmiah ini, dapat dijadikan sebuah contoh studi kasus pelanggaran dalam kegiatan pers. Selain itu untuk menjelaskan kondisi penerapan hukum tentang berbagai macam bentuk pelanggaran dalam penyiaran. b. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah referensi untuk sebuah tayangan didunia penyiaran, khususnya pada media televisi, agar dapat mematuhi secara menyeluruh segala aturan dan landasan etika penyiaran yang ada pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012.                
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  Semangat akan terciptanya penyiaran yang berkualitas di Indonesia, menjadi cita-cita dan tugas kita bersama, terkhusus bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dalam kapasitasnya sebagai lembaga independen, yang secara terus menerus memantau setiap lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi setiap lembaga penyiaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mutu dan kualitas siaran. Pemantauan langsung merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh KPI untuk melakukan pengawasan konten siaran secara Real Time selama 24 jam. Proses pengawasan isi siaran dilakukan melalui pemantauan yang mengandalkan recording dari seluruh tayangan televisi selama 24 jam. Hasil perekaman ini yang kemudian dianalisa. Konsekuensi dari model pengawasan seperti ini adalah lambatnya proses pengawasan yang dilakukan, karena harus terlebih dahulu menunggu hasil recording dan baru setelah itu dilakukan proses analisa yang memakan waktu berhari-hari. KPI lebih mempertegas diri sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh melakukan pengawasan isi siaran. Pemantauan langsung yang dibentuk pada tahun 2011 merupakan bukti dari keseriusan KPI untuk mengawasi isi siaran demi terwujudnya siaran yang informatif, mendidik, dan menghibur, 
Selain melakukan pemantauan terhadap tayangan televisi, seiring berjalannya waktu, Komisi Penyiaran Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap beberapa siaran radio sejak akhir tahun 2013. Adapun televisi dan radio yang dipantau oleh KPI Pusat adalah sebagai berikut: Televisi Radio Lembaga Penyiaran Berlangganan 1. TVRI 1. GEN FM 1. INDOVISION 1. SCTV 2. HARDROCK FM 2. FIRST MEDIA 2. INDOSIAR 3. ELSHINTA FM  3. TRANS TV 4. BAHANA FM  4. TVONE 5. COSMOPOLITAN FM  5. MNC TV 6. INDIKA FM  6. RCTI 7. DELTA FM  7. ANTV 8. PASS FM  8. METRO TV 9. I RADIO FM  9. TRANS 7 10. PRO 1 FM  10. GLOBAL TV 11. PRO 2 FM  11. NET TV   12. INEWS/SINDO TV   13. RTV   14. KOMPAS TV   
   KPI terus bekerja dalam misi menciptakan dunia penyiaran yang sehat. Oleh karena itu, integritas KPI terus diuji keberadaanya yang merupakan harapan dan amanah yang besar dari masyarakat, yaitu integritas KPI dalam menegakkan dan mempertahankan regulasi yang telah dibentuk. Hal tersebut berdasarkan niat untuk melindungi kepentingan dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai kebutuhan khalayak ramai melalui media penyiaran. Ada banyak alasan sehingga komitmen pemerintah dan KPI sangat serius terhadap perkembangan sistem penyiaran di Indonesia, khususnya menyangkut persoalan isi siaran, yang harus mendidik dan mendatangkan dampak positif bagi khalayak pemirsa. Sehingga demikian, setiap anggota KPI dituntut perlu memiliki sikap konsisten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta berintegritas, yaitu dalam upaya mengawasi dan selektif terhadap informasi. Sebab, dalam agama Islam pun demikian. Islam mengajarkan tentang perlunya tindakan selektif, pengawasan, dan ketelitian, dalam penyebarluasan sebuah informasi.  Perintah untuk memeriksa dan teliti ini, dalam agama Islam sering kita dengar dengan istilah tabayyun. Dalam Al-Qur’an dijelaskan dengan kata fatabayyanu. Tabayyun maknanya adalah mencari kejelasan hakekat sesuatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati sebelum menerima sebuah informasi. Informasi yang semestinya kita dapatkan mutlak harus mendatangkan manfaat untuk orang banyak yang berisi sebuah kebenaran dan sifatnya mendidik. 

















D EF     Terjemahnya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecorobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.44 Ayat tersebut diatas sudah sangat jelas tentang urgensi dari sebuah tindakan tabayyun (teliti). Hal itu juga sangat diperlukan dalam kegiatan penyebarluasan suatu informasi, khususnya pada kegiatan penyiaran. Definisi penyiaran yang terdapat dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 : Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.45                                                           44Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang;PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002), h.743. 45Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. 
KPI lahir sebagai lembaga khusus atas amanat yang termaktub dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional, dan pasal 6 ayat (4) dikatakan bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran. Selanjutnya, dipasal 7 ayat (1) dikatakan, Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.  Misi utamanya adalah pengelolaan penyiaran di Indonesia yang merupakan ranah publik harus dikelola secara optimal oleh lembaga yang independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Independen dalam artian mempertegas posisi dan wewenang KPI dalam pengawasan pengelolaan sistem dan lembaga penyiaran yang merupakan ranah publik, harus dikelola oleh lembaga yang bebas dan tidak terikat oleh pemilik modal ataupun kepentingan kekuasaan.  Hal tersebut berbanding terbalik dengan situasi dan kondisi penyiaran di zaman orde baru, yang seluruh pelaksanaan dan pengendaliannya sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah, yang semata-mata diperuntukkan untuk memperlancar kekuasaan pemerintah.  Amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, cukup jelas diterangkan bahwa tugas kolektif yang sesegera mungkin mesti dilakukan oleh pihak yang berwewenang adalah mewujudkan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar besarnya untuk 
kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.46 Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan yang prinsipil sejak disahkannya -undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dapat dilihat dalam pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa, Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.47 Lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk tetap menyajikan informasi dari berbagai bidang, baik dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, politik, serta informasi-informasi hiburan lainnya. Hadirnya informasi yang memenuhi standar kepuasan masyarakat, sangat tergantung kepada lembaga penyiaran sebagai penyalur informasi. Oleh sebab itu, lembaga penyiaran menurut undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 13 ayat 2 huruf a meliputi lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, serta lembaga penyiaran berlangganan, harus bersifat netral, tidak melakukan manipulasi data, serta menyampaikan sesuai fakta yang ada. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara,                                                           46Judhariksawan, Hukum Penyiaran,, h. 8. 47Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. 
bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.48 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat terdiri dari 9 orang, yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan KPI Daerah berjumlah 7 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPI Pusat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan KPI Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud partisipasi aktif dan peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 3. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.49 Struktur kelembagaan dalam KPI Pusat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi                                                           48Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 49Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. 
dengan KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media. Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:  a. Warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;  d. Sehat jasmani dan rohani;  e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;  f. Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;  g. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;  h. Bukan anggota legislatif dan yudikatif;  i. Bukan pejabat pemerintah; dan  
j. Nonpartisan. 50 KPI memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melaksanakan semua tugas tersebut, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena regulasinya yang saling berkaitan. A. Wewenang : 1. Menetapkan standar program siaran 2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat tentang penyiaran kepada KPI) 3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran 4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran 5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.  B. Tugas dan Kewajiban : 1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia 2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran                                                            50Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait 4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang 5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran   6. Menyusun perencenaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.  C. Visi Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. D. Misi 1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran 2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran 3. Membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran  4. Meningkatkan kapasitas sekretariat KPI E. Logo KPI   
 F. Struktur Organisasi KPI Pusat Periode 2013-2016 1. Dr Judhariksawan, Ketua KPI Pusat 2. Idy Muzayyad., M Si, Wakil Ketua KPI Pusat 3. Bekti Nugroho, Anggota KPI Pusat 4. Amiruddin, Anggota KPI Pusat 5. Danang Sangga Buwana, Anggota KPI Pusat 6. Agatha Lily, Anggota KPI Pusat 7. S. Rahmat M.Arifin, Anggota KPI Pusat 8. Azimah Subagjo, Anggota KPI Pusat 9. Fajar Arifianto isnugroho, Anggota KPI Pusat  KPI selaku komisi penyiaran yang mempunyai peran penting dalam kancah penyiaran di Indonesia, diberikan kewenangan khusus dalam membuat sebuah regulasi yang mengatur keberadaan penyiaran di negeri ini. KPI membuat sebuah ketentuan-ketentuan, batasan-batasan, serta larangan bagi lembaga penyiaran yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). KPI diberikan hak sepenuhnya oleh undang-undang untuk tetap terus mengawasi setiap lembaga penyiaran. Termasuk disaat ketika KPI dengan bukti yang jelas, telah menemukan sebuah bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh suatu lembaga penyiaran, maka KPI berhak memberikan sanksi. Dalam undang-undang penyiaran diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang dapat berupa : 
a. Teguran tertulis; b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. Pembatasan durasi dan waktu siaran; d. Denda administratif; e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.51 Selain itu, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 2 disebutkan, Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran yang dibuat oleh KPI bertujuan agar lembaga penyiaran : 1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia; 3. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural; 4. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;                                                           51Arifuddin Tike, Etika Pers dan Perundang-Undangan Media Massa (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 184-185. 
5. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; 6. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik; 7. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja, dan perempuan; 8. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal; 9. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.52 Selain itu, KPI juga membuat Standar Program Siaran yang ditetapkan untuk : 1. Memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera; 2. Mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan 3. Mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.53                                                             52Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 198-199.  53Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 226-227. 
B. Bentuk Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program      Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30      Desember 2014 Dunia penerbangan Indonesia kembali menorehkan sejarah kelam. Setelah insiden jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 di selat Karimata, Kalimantan Tengah. Pesawat yang mengangkut 155 penumpang dan 7 awak pesawat itu sedianya melakukan penerbangan dari Bandar Udara Juanda Surabaya menuju Changi Singapura. Pesawat yang diawaki oleh pilot Irianto dan Kopilot Remi Emmanuel tersebut berangkat pada hari Minggu 28 Desember 2014 pukul 05.36 WIB. Dalam perjalanan, insiden yang menyedihkan itu terjadi tepatnya pada pukul 07.14 WIB atau sekitar 1 jam 15 menit perjalanan, pesawat Air Asia QZ 8501 tiba-tiba dikabarkan hilang kontak. 54 Pada Selasa 30 Desember 2014, Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) menemukan sejumlah serpihan pesawat dan enam terduga korban peswat Air Asia QZ 8501 yang mengapung di perairan selat Karimata. Insiden jatuhnya pesawat tersebut menarik perhatian sejumlah negara-negara besar. Mulai dari Singapura, Rusia, Amerika, Malaysia, Korea Selatan, hingga Jepang. Negara-negara tersebut berperan aktif turut mengambil bagian dalam proses pencarian dan evakuasi korban pesawat. Tragedi tersebut juga tidak luput dari pemberitaan media, baik dari media lokal, nasional, maupun dari media-media asing. Dalam program acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014, yang secara eksklusif  turut mengabarkan berita terbaru pasca tragedi jatuhnya pesawat                                                           54http://m.news.viva.co.id/news/read/574669-13-fakta-di-balik-tragedi-airasia-qz8501 (28 Juli 2015) 
Air Asia QZ 8501, tim Tv One ikut dalam rombongan evakuasi dan sedang melakukan proses pengambilan gambar melalui udara di selat Karimata dan terhubung secara live di studio Viva One Jakarta. Pada tayangan tersebut tampak sejumlah tim Basarnas tengah turun dari sebuah helikopter dan hendak mengevakuasi temuan jasad dalam kondisi sudah membengkak yang mengambang di laut dan hanya mengenakan pakaian dalam. Program acara Breaking News dengan durasi kurang lebih 10 (sepuluh) menit itu menayangkan gambar temuan jasad korban secara utuh yang sedang mengapung di perairan laut selat Karimata, Kalimantan Tengah. Pada saat penayangan evakuasi korban jatuhnya peswat Air Asia masih terus dilakukan, berkali-kali presenter pria itu meminta maaf kepada pemirsa atas penayangan gambar yang kurang berkenan dengan terus menjelaskan bahwa penayangan gambar untuk memastikan kondisi temuan di laut.  Sesaat setelah penayangan secara live gambar korban Air Asia secara utuh yang sedang terapung di tengah laut tanpa diedit/disamarkan itu, Tv One kemudian menjadi sorotan dan mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak karena dinilai tidak menghormati pengalaman traumatik keluarga korban dengan menampilkan gambar yang tidak pantas.  Tv One juga mendapat teguran oleh staf Air Asia dan sejumlah keluarga penumpang di Bandara Juanda, Surabaya. Salah satu kerabat korban insiden jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501, Marselinus Saputra yang kehilangan sepupunya, mengaku kecewa dengan penayangan live temuan jasad korban. 
“Saya semula mengira mereka akan menyamarkan jasad korban Air Asia, sehingga kami bisa menerima tragedi ini.”55  Ungkapan penyesalan  dan mengeritik gambar yang ditayangkan secara live dalam program acara Breaking News juga dilontarkan oleh para pengguna media sosial.  “Sedih gitu ngeliat jasad penumpang QZ8501 mengapung di lautan. Itu aturan gambar penumpang jangan ditayangin lah. Kan bisa disunting atau nggak ditayangin sekalian. Gila kali, orang udah meninggal, ngapung Cuma make kolor ditayangin,” keluh akun path bernama Vanroy tak lama setelah gambar tersebut ditayangkan oleh Tv One.56  C. Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program       Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30       Desember 2014 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat secara aktif turut melakukan pemantauan langsung setiap lembaga penyiaran yang terus melakukan bentuk peliputan atas tragedi jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. Sehingga bentuk antisipasi KPI, beberapa hari sebelumnya saat muncul berita duka hilangnya pesawat Air Asia, KPI telah menyampaikan himbauan kepada seluruh lembaga penyiaran agar berhati-hati dalam melakukan peliputan musibah terutama untuk memperhatikan kondisi psikologis dan traumatik keluarga korban. Dalam insiden jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 menjadi lumbung berita yang cukup besar bagi para jurnalis dan bagi setiap lembaga penyiaran. Nilai berita yang cukup tinggi didalam peristiwa atau pengalaman traumatik membuat                                                           55http://m.tempo.co/read/news/2004/12/31/078632014/media-asing-kritik-gambar-korban-air-asia-di-tv (28 Juli 2015) 56http://m.jpnn.com/news.php?id=278439 (28 Juli 2015) 
para pemburu informasi berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Setiap lembaga penyiaran berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam hal memperbaharui informasi tentang suatu peristiwa, insiden atau musibah yang terjadi. Dalam dunia jurnalistik terkhusus pada proses pembuatan berita, kita mengenal dengan istilah “Berita yang Buruk Adalah Berita yang Baik” (Bad News Is Good News). Sehingga dalam konteks bencana alam, semakin banyak korban, semakin banyak kerugian, maka akan semakin membuat media-media bersemangat dalam memberitakan segala hal yang terjadi pasca terjadinya bencana alam tersebut. Dengan demikian, disadari maupun tidak, terkadang setiap jurnalis dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya tidak memperhatikan kondisi psikologis keluarga korban yang sedang tertimpa musibah. Kim Tong-hyung, di Korean Times menulis, bahwa ada 7 hal yang mesti dipegang teguh oleh jurnalis ketika melakukan peliputan tragedi : 1. Jangan sampai reportase Anda mengganggu usaha penyelamatan 2. Jangan menuliskan/mengabarkan sesuatu yang dapat membuat ketakutan yang tidak perlu 3. Selalu melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap klaim yang ada agar tidak misinformasi 4. Jangan memaksa korban/keluarga korban untuk melakukan wawancara 5. Bagi jurnalis televisi, kurangi pengambilan gambar dari jarak dekat 
6. Jangan menggunakan gambar atau video yang berisi gambar brutal atau provokatif 7. Menahan diri untuk tidak mengumbar data pribadi dari korban dan juga keluarga mereka.57 Pemantauan langsung merupakan salah satu sub bidang dari bidang pengawasan isi siaran KPI Pusat. Disamping pemantauan langsung, bidang pengawasan isi siaran memiliki sub bidang lain untuk mendukung percepatan kinerja pengawasan bidang pengawasan isi siaran. Sub bidang lain itu adalah pengaduan, penjatuhan sanksi, serta perekaman dan edit tayangan. Rantai kerja pemantauan dimulai dari proses pemantauan langsung yang dilakukan oleh analis pemantauan langsung. Data hasil pemantauan langsung ini kemudian diverifikasi awal oleh para tenaga ahli isi siaran untuk kemudian diketik oleh bagian administrasi pemantauan langsung dan dimintakan bukti tayangannya kepada bagian edit tayangan. Proses selanjutnya dilakukan verifikasi akhir oleh koordinator tenaga ahli isi siaran sebelum dibawa ke sidang isi siaran.58 Pada sidang isi siaran, beberapa pelanggaran yang direkomendasikan oleh koordinator tenaga ahli isi siaran beserta tenaga ahli isi siaran dibahas bersama-sama anggota KPI bidang isi siaran dan bagian hukum untuk ditentukan keputusan jenis pelanggaran dan sanksi apa yang akan diberikan. Pada rapat isi siran juga dilaporkan hasil pengaduan untuk kemudian dicocokan dengan temuan                                                           57http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/79369-bagaimana-media-seharusnya-meliput-berita-kecelakaan-atau-bencana-alam (29 Juli 2015) 58Dr Judhariksawan, Ketua KPI Pusat, wawancara oleh penulis melalui email, pada 23 Juli 2015. 
hasil analisa pemantauan langsung. Proses akhirnya, beberapa pelanggaran yang telah direkomendasikan oleh pemantauan langsung dan mendapatkan penilaian dari anggota KPI ini kemudian diberikan pada bagian penjatuhan sanksi untuk diproses lebih lanjut pada sidang pleno anggota KPI.59 Terkait kasus pelanggaran yang dilakukan Breaking News Tv One pada 30 Desember 2014, berdasarkan surat yang di layangkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan Nomor 3056/K/KPI/12/14 kepada stasiun Tv One,  tertanggal 31 Desember 2014, maka KPI Pusat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.60 KPI Pusat menganggap pelanggaran yang telah dilakukan Tv One tersebut merupakan jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan serta program siaran jurnalistik mengenai peliputan bencana/musibah. Adapun pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 yang dilanggar oleh stasiun Tv One dalam program acara Breaking News adalah sebagai berikut : 1. Pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran : Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. 2. Pasal 22 ayat (3) Pedoman Perilaku Penyiaran : Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan                                                           59 Dr Judhariksawan, Ketua KPI Pusat, wawancara oleh penulis melalui email, pada 23 Juli 2015. 60Dr Judhariksawan, Ketua KPI Pusat, wawancara oleh penulis melalui email, pada 23 Juli 2015. 
perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). 3. Pasal 25 huruf a, b dan c Pedoman Perilaku Penyiaran : Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya; b.  Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; c. Menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan; 4. Pasal 9 Nomor (1) dan (2) Standar Program Siaran : (1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.   (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. 
5. Pasal 40 Standar Program Siaran : Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut : a. Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;  b. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;  c. Menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/ atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman; dan d.   Melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara: 1) Disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;  2) Mendapatkan perlakuan utama dan setara; dan  3) Mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama     dalam program yang sama. 6. Pasal 49 Standar Program Siaran : Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah. 
7. Pasal 50 huruf d Standar Program Siaran : Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up.61 Selain itu, penulis juga mengambil berbagai aturan maupun penjelasan dari sumber aturan tentang profesi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya saat liputan musibah/bencana, yaitu Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Hal ini dilakukan untuk menguatkan analisa tentang pelanggaran berkaitan tentang liputan musibah/bencana, atau pengalaman traumatik.  Asumsi dasar tentang keberadaan jurnalis, yang dalam profesinya melakukan fungsi dan tugas menyebarluaskan sebuah informasi, tentu didukung oleh sebuah data-data yang menguatkan keakuratan informasi yang didapatkan. Data-data yang dimaksud adalah berupa hasil wawancara terhadap narasumber yang tepat, terdapat gambar pendukung yang berupa foto-foto maupun rekaman video gambar kejadian, yang kemudian dimuat dalam media tempat dimana jurnalis tersebut bekerja. Sebagaimana definisi pers yang tertuang didalam undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1. Pada kenyataannya, pers merupakan sebuah profesi yang memiliki keistimewahan. Keistimewahan tersebut berupa kebebasan pers dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Itu berarti pers tidak dapat dicegat ataupun mendapat larangan dari siapa pun, untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan khalayak.                                                           61Dr Judhariksawan, Ketua KPI Pusat, wawancara oleh penulis melalui email, pada 23 Juli 2015. 
Kemerdekaan pers dijelaskan secara rinci pada aturan atau landasan moral dan etika profesi yang telah dibentuk. Sebagaimana yang terdapat pula dalam Kode Etik Jurnalistik dikatakan bahwa kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga harus menghormati akan hadirnya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA). Kebebasan dan tanggung jawab pers sudah selayaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kerugian secara moril maupun finansial bagi masyarakat terhadap berita yang dipublikasikan. Media televisi tidak menayangkan acara yang tidak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai agama.62 Dengan demikian, semua pihak mendukung akan adanya kebebasan pers, namun berarti kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan yang sebebas bebasnya tanpa ada batas, melainkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. Dalam liptan bencana atau pengalaman traumatik, kebebasan pers dalam hal ini perlu didukung oleh  standarisasi peliputan bencana, meliputi saat bencana, dan pasca bencana. Setiap jurnalis wajib menempuh cara-cara yang profesional. Profesional dalam konteks jurnalistik yang dimaksud adalah dalam melakukan kegiatan jurnalistik harus berlandaskan kepada peraturan tentang profesi jurnalis. Yang dimaksud dengan cara-cara profesional dalam Kode Etik Jurnalistik adalah : a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. Menghormati hak privasi;                                                           62HIzbullah, “Strategi Kebijakan Redaksi Fajar Tv dalam Meningkatkan Mutu Pemberitaan Program Kareba Siang”, Skripsi (Gowa: Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015), h. 65 
c. Tidak menyuap; d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Berdasarkan penjelasan yang ada didalam P3 dan SPS, Kode Etik Jurnalistik pun sangat tegas mengatur tentang kegiatan jurnalistik dalam liputan bencana/musibah atau pengalaman traumatik, yaitu ada pada pasal 2 huruf F. Seorang jurnalis wajib mempertimbangkan sebuah informasi yang akan disebarluaskan antara kepentingan lembaga penyiarannya sebagai penyedia informasi dan korban selaku objek liputan. Hal tersebut dianggap sangat penting, jangan sampai berita yang disajikan mendapat nilai berita yang sangat tinggi, disisi lain korban bencana/musibah merasakan trauma yang sangat mendalam akibat peristiwa duka yang dialaminya yang kemudian dipublikasikan tanpa ada proses editing, atau penyensoran sebelumnya. Dalam kasus yang lain, terkadang kita menyaksikan media-media penyiaran secara live melakukan proses wawancara terhadap korban maupun keluarga korban yang baru saja terkena musibah. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para reporter terhadap korban musibah sangat tidak beretika dan 
terkesan tidak memiliki rasa empati. Misalnya saja ada pertanyaan reporter terhadap korban dengan ekspresi sedih, “bagaimana perasaan Bapak atas musibah ini”, padahal sangat jelas reporter tersebut memperoleh informasi istri dan anak-anaknya tewas, dan beberapa keluarga lainnya belum ditahu keberadaanya, seluruh rumah dan harta kekayaan lainnya hangus terbakar, jumlah kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, dan lain sebagainya. Pertanyaan seperti ini, meskipun tidak ditanyakan langsung terhadap keluarga korban, reporter dan para pemirsa sudah dipastikan mengetahui perasaan keluarga korban yang merasakan duka yang sangat dalam, hilangnya harta benda berarti korban merasakan kerugian yang cukup banyak, kehilangan sanak saudara berarti merasakan kehilangan yang sangat menyedihkan, mereka pasti mengalami pengalaman traumatik yang cukup mengguncang psikologisnya,  Namun terkadang, para jurnalis peliput bencana kurang memerhatikan etika. Etika yang tidak ada dalam proses peliputan, dikhawatirkan mendatangkan situasi reporter yang seenaknya meng-update  informasi yang kurang beretika pula. Baginya, yang jelas berita bencana yang disampaikan sangat eksklusif yang mampu mendatangkan perhatian yang cukup luas dari para pemirsa untuk medianya, mendongkarak rating, dan mendatangkan banyak pemesan iklan. Kurang beretika juga dikhawatirkan tidak memenuhi prinsip keakuratan data. Padahal, setiap informasi yang diberitakan sangat perlu prinsip keakuratan, berarti kondisi pemberitaan yang harus dihindari adalah pemberitaan yang dipublikasikan jangan sampai telah didramatisir sedemikian rupa. Menyimak berbagai fenomena keberadaan jurnalisme bencana saat ini, memang butuh sebuah aturan. Sebab jurnalisme bencana beda dengan jurnalisme lainnya yang sangat membutuhkan banyak aturan dalam proses peliputan hingga 
pemberitaannya. Menurut Hermawan, jurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana. Dalam kata “bagaimana memberitakan” terkandung dua dimensi, yaitu proses dan hasil. Dimensi proses mengacu pada proses produksi berita-berita bencana, dimensi hasil mengacu pada berita-berita bencana yang dimuat atau disiarkan media.63 Keberadaan jurnalisme bencana sangat penting. Sebab Indonesia sebagai kawasan yang sangat rentan bencana alam, seperti banjir, tsunami, dan tanah longsor. Indonesia juga berada pada wilayah pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan, yaitu gerakan sistem sunda, gerakan sistem pinggiran Asia Timur dan gerakan sirkum Australia, sehingga Indonesia juga rentan terhadap gunung berapi dan gempa bumi. Setiap media atau lembaga penyiaran idealnya membentuk sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam liputan bencana/musibah, atau berkaitan dengan pengalaman traumatik. Seperti halnya yang duilakukan oleh sebagian para wartawan lintas media di Aceh, menetapkan kode etik jurnalistik untuk peliputan bencana alam atau musibah, agar menjadi pegangan bagi pewarta dalam memberitakan tentang musibah. Forum tersebut mengorganisir wartawan agar tetap konsen pada isu-isu bencana dengan mengedepankan pemberitaan bencana yang beretika dan mendidik.64 Atas berkumpulnya para wartawan lintas media di Aceh, telah sepakat menetapkan aturan yang berkaitan proses peliputan bencana atau musibah, yang ditandatangani 33 wartawan.                                                           63http://orangradio.blogspot.com/2012/06/dosa-media-dalam-liputan-bencana.html?m=1 (5 Agustus 2015) 64http://news.okezone.com/read/2011/10/18/337/516655/wartawan-aceh-terbitkan-kode-etik-memberitakan-bencana (6 Agustus 2015)  
Trobosan baik para wartawan Aceh perlu mendapat respon dan apresiasi dari berbagai pihak di daerah lainnya, terutama para jurnalis, pemilik media, serta para penyelenggara penyiaran diseluruh Indonesia. Sebab dalam aturan tersebut, seluruhnya terkait etika liputan bencana.  Hal yang diatur diantaranya melarang jurnalis yang meliput bencana di Aceh mewawancarai korban dalam kondisi sekarat, jurnalis harus memberitakan situasi bencana secara objektif dan tidak bias, jurnalis dilarang menjadikan bencana sebagai informasi eksklusif, wartawan juga dilarang memberitakan ramalan bencana dari sumber yang tidak terpercaya seperti hasil ramalan paranormal dan dilarang mengaitkan bencana dengan tahayul atau mistis, wartawan dilarang menyiarkan gambar jenazah korban secara gamblang apalagi kalau jasad itu tanpa busana, menyiarkan kesedihan korban secara berlebihan, jurnalis harus mengutamakan pemberitaan pada korban yang hidup dan peka terhadap kaum rentan, seperti manula, perempuan hamil dan anak. Selain itu, wartawan harus menghormati hak korban menolak diwawancara.65 Dengan posisi wilayah Indonesia yang berada pada wilayah rawan musibah/bencana, diharapkan para jurnalis tidak kehilangan naluri kemanusiaannya ketika meliput saat dan setelah terjadinya bencana, agar memberitakan informasi bencana secara objektif, tidak didramatisir, serta hasil pemberitaan tidak mendatangkan rasa trauma dan duka yang mendalam bagi para korban.  Pers memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap kemajuan bangsa dari segi perkembangan informasi. Sebab pers sebagai lembaga sosial                                                           65http://news.okezone.com/read/2011/10/18/337/516655/wartawan-aceh-terbitkan-kode-etik-memberitakan-bencana 
yang memiliki kekuatan demokrasi, dan sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan tanggung jawab itulah, pers memiliki keistimewahan yang cukup besar di Negara ini. Dan berlandaskan pada fungi pers yang kedua, pers memiliki peran dalam hal mengedukasi. Keistimewahan yang cukup besar ini, sesungguhnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh media dan jurnalis untuk melakukan edukasi bencana kepada publik. Sehingga media tidak hanya terkesan untuk memberitakan dampak bencana, dan kondisi korban yang sedang berduka saja, melainkan mampu melahirkan sebuah edukasi terkait peringatan dini bencana, ataupun tips-tips yang harus dilakukan disaat bencana sedang terjadi.                    
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada bab IV dan mengacu pada rumusan masalah serta tujuan, maka penulis dapat memberikan kesimpulkan sebagai berikut : 1. Bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam program acara Breaking News Tv One pada tanggal 30 Desember 2014 adalah dengan menayangkan secara live evakuasi korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 yang tengah terapung di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah dengan kondisi korban sudah membengkak dan hanya mengenakan pakaian dalam. Tim Tv One ikut dalam rombongan Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) dalam upaya mengevakuasi korban pesawat Air Asia QZ 8501. Upaya evakuasi tersebut ditayangkan secara eksklusif dan terhubung secara live di studio Viva One Jakarta. Program acara Breaking News dengan durasi kurang lebih 10 (sepuluh) menit itu menayangkan gambar temuan jasad korban secara utuh tanpa diedit/disamarkan. Presenter Tv One sadar bahwa tayangan yang ditampilkan tidak pantas, sehingga berkali-kali presenter pria itu meminta maaf kepada pemirsa atas penayangan gambar yang kurang berkenan dengan terus menjelaskan bahwa penayangan gambar untuk memastikan kondisi temuan di laut.  
2. Program acara Breaking News Tv One melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 huruf a, b, dan c serta Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 40, Pasal 49, dan Pasal 50 huruf d. Dalam hal ini, tayangan yang ditampilkan secara live oleh Breaking News Tv One dianggap sebagai pelanggaran ats norma kesopanan serta program siaran jurnalistik mengenai peliputan bencana/musibah, atau terkait dengan pengalaman traumatik. KPI Pusat menilai tayangan tersebut sangat tidak santun dan telah menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat khususnya keluarga korban. Atas dasar itu, KPI Pusat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis KPI Pusat dengan Nomor 3056/K/KPI/12/14 tertanggal 31 Desember 2014. B. Implikasi Penelitian Adapun implikasi yang penulis ingin sampaikan dalam karya tulis ilmiah ini adalah : 1. Lembaga penyiaran sebagai wadah penyalur berita harus tetap menunjukkan eksistensinya, untuk terus menciptakan lembaga penyiaran yang berkualitas di Indonesia. Ketergantungan dan harapan masyarakat terhadap lembaga penyiaran sebagai sarana untuk memperoleh informasi sangat tinggi. Hal tersebut mesti diimbangi dengan keberadaan lembaga penyiaran yang baik, mengabarkan segala infromasi yang mampu menghasilkan dampak positif, mengutamakan prinsip edukatif, tetap memperhatikan norma-norma dan etika yang berlaku di masyarakat, terkhusus dalam kegiatan liputan bencana/musibah atau pengalaman traumatik. 
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang dibentuk khusus atas amanat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, hendaknya terus meningkatkan kinerja dalam upaya menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan proses pengawasan terhadap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Disamping itu, perlu adanya sebuah ketegasan oleh KPI terkait penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), agar mampu memberikan efek jera terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, demi terwujudnaya sistem penyiaran di Indonesia yang berkualitas.                        
DAFTAR PUSTAKA Abrar Ana Nadhya, Analisis Pers Teori dan Praktik, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,2011 Abdullah Aceng, Press Relations: Kiat Berhubungan Dengan Media Massa, Cet. II; Bandung: Rosda, 2004. Agama Departemen Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, Semarang; PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002 Bungin Burhan, Pornomedia, Jakarta: Kencana, 2005. Dewan Pers Periode 2010-2013, Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional, Jakarta: Dewan Pers, 2010. Dewan Pers, Dilema antara Kebebasan dan Etika: Pers Indonesia 2012, Jakarta: Dewan Pers, 2012. Hardiyanto Akbar, “Persepsi dan Motivasi Masyarakat Menonton Berita Daerah Di TVRI SulSel (Survei terhadap Masyarakat Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar)”, Skripsi. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015. Hasanah Neneng, “Analisis Wacana Human Interest pada Acara Kick Andy di Metro Tv (Episode AA Gym Menjawab)”, Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008. Hasmin Ernis, “Penerapan Konsep Entertainment News di Ve Channel (Studi Kasus Program Three Hour Show)”, Skripsi. Gowa: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015. Hizbullah, “Strategi Kebijakan Redaksi Fajar Tv dalam Meningkatkan Mutu Pemberitaan Program Kareba Siang”, Skripsi. Gowa: Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015. Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, Cet. II; Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010. 
K Passante Christopher, Journalism, Jakarta: Prenada, 2008. Komisi Penyiaran Indonesia Tentang  Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Kuswandi Wawan, Komunikasi Massa: Analisis Interaktif Budaya Massa, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Mufid Muhamad, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Edisi Pertama, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010. Muhammad Firdaus, Jurnalistik Profetik Kontekstualisasi Dakwah Nabi di Era Multimedia, Gowa: Alauddin University Press, 2013.. Muhtadi Asep Saeful, Jurnalistik Pendekatan Teori & Praktik, Cet. II; Pamulang Timur: PT Logos Wacana Ilmu,1999. Prastowo Andi, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Purwoko Herudjati, Discourse Analiysis, Kajian Wacana bagi Semua Orang, Jakarta: PT INDEKS, 2008. Romli Asep Syamsul M., Jurnalistik Praktis, Bandung:Rosda,2000. Santing Waspada, Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam, Gowa: Aluddin University Press, 2011. Severin Werner J dan Tankard JR James W., Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa, Jakarta: Kencana, 2005. Sobur Alex, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing,Bandung: Rosda,  2012. Sumadiria AS Haris, Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, Cet. III; Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010. Suryawati Indah, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, Bogor: Ghalia Indonesia,2011. 
Tamburaka Apriadi, Literasi Media, Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Tike Arifuddin, Etika Pers dan Perundang-Undangan Media Massa, Makassar : Alauddin University Press, 2014. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sumber Internet http://www.tvonenews.tv/program/breaking_news, (12 Mei 2015) http://kbbi.web.id/televisi. (24 Juli 2015) http://m.tempo.co/read/news/2004/12/31/078632014/media-asing-kritik-gambar-korban-air-asia-di-tv (28 Juli 2015) http://m.jpnn.com/news.php?id=278439 (28 Juli 2015) http://m.news.viva.co.id/news/read/574669-13-fakta-di-balik-tragedi-airasia-qz8501 (28 Juli 2015) http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/79369-bagaimana-media-seharusnya-meliput-berita-kecelakaan-atau-bencana-alam (29Juli 2015) http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-pers-fungsi-pers-peranan-pers.html?=1 (30 Juli 2015) http://orangradio.blogspot.com/2012/06/dosa-media-dalam-liputan-bencana.html?m=1 (5 Agustus 2015) http://news.okezone.com/read/2011/10/18/337/516655/wartawan-aceh-terbitkan-kode-etik-memberitakan-bencana (6 Agustus 2015) http://narendradewadjikristy.blogspot.com/2009/05/hubungan-antara-teori-kognisi-sosial.html?m=1 (7 Agustus 2015) 
http://blogilmukomunikasi.blogspot.com/2013/12/teori-agenda-setting-komunikasi.html (28 Agustus 2015)                                        
                  
BIOGRAFI PENULIS Fathul Khair lahir di Sinjai 21 Maret 1993. Penulis merupakan putra ke-2 dari 6 bersaudara pasangan Akmalulchair Alkaf dan Aisyah Kadir. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 173 Patohoni pada tahun 1999-2005, melanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Islam Al-Markaz Al-islami Darul Istiqamah Sinjai pada 2005-2008. Dan merupakan alumni SMAN 1 Sinjai Selatan pada tahun 2008-2011. Pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikannya di Jurusan jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis bergabung diberbagai organisasi intra maupun ekstra kampus. Diantaranya menjabat sebagai Ketua Umum FLASH Lembaga Informatika FDK (Periode 2012-2013), sebagai Ketua Divisi Advokasi HMJ Jurnalistik (Periode 2013-2014), Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FDK UIN Alauddin Makassar (Periode 2014-2015). Selain itu, penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak tahun 2011, dan pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi Cabang Gowa Raya (Periode 2013-2014). Dalam menyelesaikan studi S1, penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam Program Acara Breaking News Tv One 30 Desember 2014”.  
